NAMA MEDIA
TANGGAL
KATEGORI

KLIPING ARTIKEL HUKUM

: Suara Merdeka
: 05 Januari 2024
: Hukum Tata Negara

LHII'IWJ Ko l

Scal cadin jc
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F’engawasan Pilkada Pati 2024

PATI - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU), kini
giliran Badan Pengawas Perilu (Bawaslu) Pati yang
meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHDi
dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati Uintuk
Pilkada Pati2024.

Namun, hibah senilai Rp 7.5 miliar
itu dipandang Bawaslu masih kurang
mencukupi.

“Kami sudah mengajukan penam-
bahan anggaran Rp 1 miliar. Itu sudah
disepakati Pemkab Pati akan dialokasi-
kan pada APBD Perubahan 2024, kata
Ketua Bawaslu Pati Supriyanto seusai
penandatangan NPHD, Kamis (4/1).
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Dia mengemukakan, penandata-
nganan NPHD Pitkada 2024 untuk
alokasi Bawaslu yang dilakukan di
ruang Pringitan Pendapa Kabupaten
Pati masih senilai Rp 7.5 miliar. Itu se-
suai dengan penghitungan dan kesepa-
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sebelimnya.
**Ada beberapa alasan yang menjadi

ingat dana Rp 1 milia
suk dalam NPHD dar

kan dalam berita acara.
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terbaru, sehingga perlu pembaruan ang-
garan. Tetapi, detai]nya belum bisa saya
sampaikan saat ini, papamya
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Supri memastikan, pengajuan pe-
nambahan anggaran Rp 1 miliar untuk
mengopti kinerja Bawaslu pada
Pilkada 2024. Jika tetap dipaksakan
dengan dana hibah yang hanya Rp 7.5
miliar, maka akan ada pos anggaran di
Bawaslu yang tidak tercover. .

*Kalau ada yang tidak tercover, ten-
tu akan ada konsekuensinya. Mudah-
mudahan penambahan itu bisa dicair-
kan,” tandasnya.

Pemkab dan Bawaslu tengah me-
minta petunjuk Kemendagri berkait
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Selanjutnya masih ada tahapan
pembahasan di DPRD. Itu lantaran
sumber dari penambahan dana diam-
bilkan dari APBD Perubahan 2024.

Pj Bupati Pati, Henggar Budi Ang-
goromengatakan, NPHD ini akan men-
jadi dasar bagi pemerintah dalam me-
nyelenggarakan Pilkada 2024. Menu-
rutnya, penandatanganan tersebut se-
suai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20]9
tentang Pendanaan Kegiatan P
Gubemur, Bupati, dan Wali Kota yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. (H49-27)
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